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PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJIA
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINARN

KABUPATEN ACEH TAMIANG
BUPATI ACEH TAMIANG,

bahwa untuk memberikan adanya dukungan yang kuat, partisipatif
dan berkelanjutan terhadap peninggkatan —penangulangan
kemiskinan serta untulc mengimplementasikan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pesal 4 Ayat 1,
diperlukan Lkoordinasi dan singkronisasi penyusunan dan arah
kebijnkan Pambangunian dalam rangka p@ngentaaan lkemigkinan;.

bahwa untuk kelancaran tugas snhubungan dt_nrjnn tarsebut dl
atas,dipandang perlu perlu  menetapkan Peraturan  Bupati
Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembentukan * Susunan
Organisasi dan Tatakerja Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang;

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daeralh Otonomi Propinsi  Aceh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;,

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1956 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang

Pemerintahian Dacrah menjodi Undang-Undang;

Undang -~ Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah;
Undang - Undang Nomor |1 Tahun, 2006 tentang Pemerintahan
Acel; ' |

. ‘Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan

IKabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupalten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor _‘|:f',
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
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7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN;

Menatapkan :Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB I .
KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan adalah forum li_ntas\sektor dan lintas
pelaku sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang berada i
bawah dan bertanggung jawab kepada Eupatl, .

(2) Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan dipimpin oleh Wakil Bupati,

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan mempunyal tugas melakukan langkah-
langkah kongrit untuk memperrepat pengurangan jumlah penduduk miskin dalam
wilayah Kabupaten Aceh Tamiang melalui koordinasi dan singkronisasi penyusunan dan
pelaksanaan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan,

Pasal 3

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Tim Koordinasi

penanggulangan kemiskinan menyelehggarakan fungsi :

a. Koordinasl dan singkronisasl peayusunan dan pelaksanaan ‘arah  kebijakan
pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

b. pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai korakteristik dan

potensi di daerah dan kebijakn lanjutan' yang ditetapkan dalam rangka
penanggulangan kemiskinan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
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BAB II
Bagian Kesatu
susunar Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan terdiri dari :
a. Penanggung Jawab : Bupatl :

Ketua » Wakil Bupatl

Pengarah , : BAPPEDA

Ketua Pelaksana : Kepala BPM

Sekretaris : Kabag KESRA Setdakab.

Pokja Kebijakan dan Perencanaan  : Sekretaris BAPPEDA

Pokja Pendataan “ : Kantor Sosfal

-Pakja Pendanaan : BPKD

Pokja !(elembagjé\ah : Kasubbag Kelembagéan pada Bagian

- Organisasi dan Kepegawaian Setcdakab

untuk kelancaran pelaksanaaaan tugasnya, ketua dapat mengikutsertakan pejabat
tertentu atau unsur lain yang terkalt untuk hadir dalam rapat atau perte:auap
dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sesual -

" dengan bldang tugas masing-masing.

(1)
(2)
3)

().

\

S (1)
©* . Penanggulangan Kemiskinan dapat membem:uk Kelompok Kerja lalnnya selaln
"yang telah ditetapkan dengan peraturan ini. °

Bagian Kedua
Sekratariat

o Paﬂl*

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, TIm Koordlnasi Penanggulangan
Kemlsklnan dibantu oleh-Sekretariat,

Sekretariat sebagaimana dimalesud pada ayat ( 1) dllaksanakan oleh salah satu unit

Baglan yang berada di lingkungari Sekretariat Dagrah’ l(abupaten Aceh Tamiang,
Sekr etarlat sebagaimana C||mrﬂ("Ud pada ayat (1) dipimpin -oleh I<opala Sekratarlat
yang?clalam melaksanakan 1'|gaf‘nya\ beltanggung jawab kepada Liupzntl salaky
penanggung Jawab.

‘Kepala Sekretarlat Tim Koordinast Penanggulangan Kemiskinan sebagalmana

:dlmaksud pada ayat (3) dijal,at oleh Pejabat Pegawal Negeri Sipil yang diangkat
"\ 'dalam fabatan struktural eselon (ila.

BAB I1I
Kelompok ¥atja

fasal &

Apabila dipandang perlu, dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi



(2) Keanggotaan Kelompok Karja lainnya sebagaiman dimaksud pac&a ayat (1) terdiri
dari kalangan dunia usaha, tokoh agama dan masyarakat, dan instansi pemerintah
. terkait, | . |
(3) Ketentuan mengenai susunan keanggotan dan tata kerja Kelompok Kerja lainnya
sebagaiman airnaksuk pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan. '

BAB IV |
TIM KOORDINAST PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 7

(1) Guna rmemadukan penyusunan dan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan
penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan. _ : '

(2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Nalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanggulangan Kemiskinan harus berkoordinasi
dengan seluruh anggota Tim Penangulan Kemiskinan.

BABV
TATA KERJA

Pasal 9

(1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mengadakan rapat secara berkald

sekurang-quangnya 3 (tiga) hbulan sekall atau sewaktu-waktu sesual dengan
kebutuhan, A

(2) Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Tim 'Koordlnas.'l Panaregulangan
Kemiskinan. ' '

Pasal 10

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan secara berkala melaporkan hasil
pelaksanan tugasnya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

‘ Kct(;nl:l fan mengenal tala kerja Tim Koordinasi Penanggulongan Kemiskinan dintur lebih
lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. '

B!



BAB VI
.PEMBIAYAN

Pasal .12

Segala pemblayan vyang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi

. Penanggulangah Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang dibebankan kepada Angaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang serta sumber-sumber lain
yang sah dan tidak mengikat.

- BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasa! 13

Dengan berlakunya Peraturan inl maka segala keglatan penanggulangan ker‘niskinan
yang sudah terbentuk akan dilahjutkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan
‘Kemiskinan yang dibentuk berdasarkan peraturan ini.

Pasal 14

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setlap orang mengetahuiﬁya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Dae_rah Kabupaten Aceh Tamiang. .

Ditetapkan di Karanag Baru
fada tanggal 9 Januarl 2008 M
J : --------------------------

"~ 30 Daulkaidahi428 I

. BUPATI ACEH TAMIANG,

-

Diundangkan di Karang Baru

Januari 2008 M
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